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B U P A T I  T A N A H  L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk mengupayakan penyusunan APBD yang lebih
tertib dan tepat waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah

Laut.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaran pemerintahan daerah.

6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut

dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim

yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris

daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

17. Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
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20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar

penyusunan APBD.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku BUD.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Ini merupakan acuan bagi SKPKD dan SKPD di lingkup

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun APBD dan Perubahan APBD.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

BAGIAN KESATU

Azas Umum

Pasal 3

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai

dari APBD.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di

daerah didanai dari APBN.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya

dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan atau/desa, didanai dari APBD

provinsi.

(5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasannya

dilimpahkan kepada desa yang didanai dari APBD.

Pasal 4
(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus

dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum

penganggaran.
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Pasal 5
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban

pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

BAGIAN KEDUA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 6
(1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan

penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja

yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

(3) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(4) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun

anggaran berkenaan.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAGIAN KETIGA
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 7
(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan

Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap

tahun.

(2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 8
(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro di daerah, asumsi penyusunan

APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan

pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
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(2) Strategi pencapaian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-

langkah konkrit dalam mencapai target.

Pasal 9
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dengan

tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang

disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 10
(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan

Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD

bersama Badan Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS, paling

lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 11
(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam

waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat

yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA

dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAGIAN KEEMPAT
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 12
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman

penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
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(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format

RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun

anggaran berjalan.

BAGIAN KELIMA
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 13
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (3), SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana pendapatan,

rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian

obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun

berikutnya.

(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang

urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang

akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 14
(1) Pada SKPD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja

bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAGIAN KEENAM
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 15
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD yang disampaikan kepada PPKD

untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
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(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

menelaah :

a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD

tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisa belanja, standar satuan

harga;

c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja,

indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan

minimal;

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) SKPD melakukan penyempurnaan.

(4) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepada SKPD disampaikan kepada

PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 16
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD

disampaikan kepada Bupati.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai ringkasan rancangan

APBD dan/atau hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam

pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAGIAN KETUJUH
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 17
(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta

lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun

anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan nota keuangan.
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(3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku

pejabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara

DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 18
(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan tentang APBD untuk

mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian

rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat

meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam

dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(5) Persetujuan bersama antara kepada daerah dan DPRD terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD

paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku

pejabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara

DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

(7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati

menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

BAGIAN KEDELAPAN
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Pasal 19

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan

oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk

dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :

a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap

rancangan peraturan daerah tentang APBD;

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;

c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD; dan
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d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar

nota keuangan pada sidang DPRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya

keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana

APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh

kabupaten bersangkutan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima

belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan

dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

(6) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun

sebelumnya.

(8) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan

Daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati mencabut peraturan daerah

dimaksud.

Pasal 20
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6)

dilakukan kepala daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan

dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
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(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final

dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

BAGIAN KESEMBILAN
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD
Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati

yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan

gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

BAGIAN KESATU
Dasar Perubahan APBD

Pasal 22
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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BAGIAN KEDUA
Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD
Pasal 23

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat berupa

terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula

ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ke dalam

rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

(3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dibahas selanjutnya disepakati

menjadi kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(5) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah

disepakati sebagimana dimaksud dalam ayat (4), masing-masing dituangkan ke

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah

dengan pimpinan DPRD.

(6) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), TAPD

menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman

penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau

kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan

APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

(7) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat

diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (6), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga

bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 24
(1) Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) berlaku ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
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BAGIAN KETIGA
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 25
(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD

disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-

SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan

umum perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD, prakiraan maju yang

direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya,

serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan

harga dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program

dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat

ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD

melakukan penyempurnaan.

(4) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dan telah

disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dijadikan bahan

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

BAGIAN KEEMPAT
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 26
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang

tidak mengalami perubahan.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh

PPKD disampaikan kepada Bupati.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan

kepada masyarakat.

(4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai Ringkasan

Rancangan Perubahan APBD dan/atau hak dan kewajiban pemerintah daerah

serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang

direncanakan.
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(5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah.

BAGIAN KELIMA
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 27
(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan

September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum

perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara

Bupati dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAGIAN KEENAM
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 28
(1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD kabupaten menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

berlaku ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak

diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun

anggaran berjalan.
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Pasal 29
Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi berlaku ketentuan Pasal 20.

BAB V
PEMBAHASAN PRA RKA-SKPD

Pasal 30
(1) Dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembahasan RKA-SKPD tanpa

menunggu kesepakatan KUA dan PPAS.

(2) RKA-SKPD yang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pra RKA-

SKPD dan mengacu pada program/kegiatan yang tercantum dalam rancangan

KUA dan rancangan PPAS.

(3) Pelaksanaan pembahasan pra RKA-SKPD dilakukan setelah penyampaian

rancangan KUA dan rancangan PPAS ke DPRD.

(4) Apabila menurut kesepakatan KUA dan PPAS ada beberapa program/kegiatan

yang mengalami perubahan maka akan disesuaikan saat tahapan pembahasan

RKA-SKPD sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 306


